[ SALINAN ]

BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2019 TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP
PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI INDRAGIRI HILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6
Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2016
tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam
Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan
Pemerintah Daerah, maka perlu disusun Peraturan
Bupati tentang konfirmasi status wajib pajak dalam
memberikan layanan publik tertentu;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Indragiri Hilir tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap
Pemenuhan Kewajiban Pajak di Kabupaten Indragiri
Hilir.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1965 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir
Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 2574);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 52340) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 52340);

. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoneesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Unang Nomor 23 Tahun 2014 Tetang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016
tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian
Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 126);

. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 36 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib
Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak di
Kabupaten Indragiri Hilir.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan - PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2019 TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB
PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DI
KABUPATEN INDRGAIRI HILIR.

Pasal |

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 74 Tahun 2019
tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap
Pemenuhan Kewajiban Pajak di Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten
Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 77) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir

2. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir

3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesua dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah
kegiatan yang dilakukan oleh daerah sebelum memberikan layanan publik
tertentu untuk memperoleh keterangan Status Wajib Pajak.

5. Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah
dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status
Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

6. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor
vang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dan atau identitas
wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

7. Nomor Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disngkat NPWPD adalah Nomor
yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal dinn dan atau
indentitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya.



8. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah unit kerja dari
Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan dibidang perpajakan
kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun
belum didalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak.

9. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya
disingkat DPMPTSP atau Sebutan lainnya adalah Perangkat Daerah yang
membidangi urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

11. Layanan Publik Tertentu adalah Layanan yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah kepada masyarakat.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 5

(1) DPMPTSP melakukan KSWP sebelum memberikan layanan publik tertentu.

(2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara online melalui
sistem informasi DPMTPSP atau KPP untuk memperoleh keterangan status
Wayjib Pajak valid.

(3) Dalam hal Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dinyatakan status tidak valid maka wajib pajak harus menyelesaikan
kewajiban untuk mendapatkan Status Wajib Pajak Valid.

(4) DPMPTSP atau KPP menerbitkan KSWP atas Keterangan Status Wajib Pajak
yang data dan informasinya sudah dilakukan penelitian akurasi dan validasi
data.

(S) Selain melakukan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DPMPTSP
dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah
lainnya dari pemohon layanan perizinan.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 8

Jenis Layanan Publik Tertentu yang dilakukan KSWP meliputi perizinan
sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



Pasal II

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 25 Januari 2022

BUPATI INDRAGIRI HILIR,
ttd

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 25 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

AFRIZAL

- BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022 NOMOR 6
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